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PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN KOMISI YUDISIAL RI TAHUN 2014

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI untuk tahun anggaran
2014 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2014, Laporan Realisasi Anggaran,
dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal
tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah

merupakan penyajian manajemen Komisi Yudisial RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,
keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran,
dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu
mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup
audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara

keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin
bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas disajikan sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan

peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 26 Januari 2015
/= Kepala Biro\Perencanaan dan
75o7Kepatuhan. Internal,
/ f, . \O Q\\.

\ _.-..\.f::/
+/" Ir. Ronny Dolfinus Tulak, M.M
NIP.:195907021987031001
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Laporan Keuangan Audited Komisi Yudisial RI Tahun 2014

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
(LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan
Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka

penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun 2014 ini telah disusun dan disajikan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1
Januari sampai dengan 31 Desember 2014,

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan
Pajak sebesar Rp.195.308.428,00 atau mencapai ~ persen dari estimasi pendapatan
sebesar Rp.0,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp.76.247.107.091,00 atau
mencapai 98,10 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.77.720.059.000,00.
Realisasi Belanja (Transaksi Kas)) pada TA 2014 adalah  sebesar
Rp.75.668.152.184,00 atau mencapai 97,36 persen dari alokasi anggaran sebesar
Rp.77.720.059.000,00 sedangkan Realisasi Belanja (Transaksi Non Kas)) pada TA
2014 adalah sebesar Rp.578.954.907,00 atau mencapai ~ persen dari alokasi
anggaran sebesar Rp.0,00

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai

berikut:

Ringkasan Laporan Keuangan -1-
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Tabel 1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013

TA 2014 TA 2013
Uraian %,
- Realisasi S
Anggaran Realisasi terhadap Realisasi
Anggaran
PENDAPATAN
Penerimaan Negara _
Bukan Pajak - 195.308.428,00 210.012.315,00
Jumlah Pendapatan - 195.308.428,00 ~ 210.012.315,00
BELANJA
Belanja Transaksi Kas | 77.720.059.000,00 | 75.668.152.184,00 97,36 86.467.948.133,00
Belanja Pegawai 15.412.115.000,00 { 14.313.904.560,00 92,87 9.068.853.519,00
Belanja Barang 60.022.832.000,00 { 59.076.072.149,00 98,42 72.383.977.476,00
Belanja Modal 2.285.112.000,00 2.278.175.475,00 99,70 5.015.117.138,00
Belanja Transaksi Non ) 578.954.907,00 . )
Kas
Belanja Pegawai Non i ) i i
Kas
Belanja Barang Non . 578.954.907,00 B )
Kas
Belanja Modal Non ) B ) )
Kas
Jumlah Belanja 77.720.059.000,00 | 76.247.107.091,00 98,10 86.467.948.133,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset,

ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 2013.

kewajiban, dan

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi,

sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat.

Ringkasan Laporan Keuangan
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Nilai Aset 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar

Rp121.389.266.315,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rpl1.047.112.965,00.
Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp118.012.118.552,00. Aset

per

Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp2.330.034.798,00.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp51.421.462,00 yang merupakan
Kewajiban Jangka Pendek.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rpl121.337.844.853,00 yang terdiri dari
Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp995.691.503,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar
Rp120.342.153.350,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013
NAMA AKUN TOBIE (PEEEQ%EN)
2014 2013 Jumlah %
1 2 3 4 5
Aset
Aset Lancar
Kas di Bendahara Pengeluaran 0.00 0.00 0,00 0,00
Kas Lainnya dan Sctara Kas 35.764.346,00 0.00 35.764.346,00 ~
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) 562.100.085,00 0,00 562.100.085,00 ~
Piutang Bukan Pajak 4.198.210.301,00 4.302.030.241,00 (103.819.940,00) (241)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih —
Piutang Bukan Pajak (4.198.210.301,00) 0.00 | (4.198.210.301,00) ~
Persediaan 449.248.534,00 547.186.590,00 (97.938.056,00) | (17,89)
Jumlah Aset Lancar 1.047.112.965,00 4.849.216.831,00 | (3.802.103.866,00) | (78,40)
Aset Tetap
Tanah 47,188,389,400.00 47,188,389,400.00 0.00 0.00
Peralatan dan Mesin 37.293.888.820,00 35.897.228.395,00 1.396.660.425,00 3,89
Gedung dan Bangunan 70.841.354.266,00 70.623.104.266,00 218.250.000,00 0,30
Jalan, Irigasi dan Jaringan 3.530.800.628,00 3.530.800.628,00 0,00 0,00
Aset Tetap Lainnya 741.191.281,00 741.191.281,00 0,00 0,00
Kontruksi Dalam Pengerjaan 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00
Akumulasi Penyusutan (41.612.505.843,00) | (35.982.437.380,00) | (5.630.068.463,00) 15,64
Jumlah Aset Tetap 118.012.118.552,00 | 122.027.276.590,00 | (4.015.158.038,00) (3,29)
Aset Lainnya
Aset Tak Berwujud 2.330.034.798.00 1.838.089.798,00 491.945.000,00 26,76
Aset Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0,00
Akumulasi  Penyusutan/  Amortisasi
Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Aset Lainnya 2.330.034.798,00 1.838.089.798,00 491.945.000,00 26,76
Jumlah Aset 121.389.266.315,00 | 128.714.583.219,00 | (7.325.316.904,00) (5,69)

e e L ]

Ringkasan Laporan Keuangan




Laporan Keuangan Audited Komisi Yudisial RI Tahun 2014

NAMA AKUN JUMLAH (PIEII::IEARILI;\?EN)
2014 2013 Jumlah %
1 2 3 4 5
Kewajiban
Utang kepada Pihak Ketiga 5.850.454,00 16.161.480,00 (10.311.026,00) | (63,80)
Pendapatan di terima di muka 10.512.664,00 72.900.667,00 (62.388.003,00) | (85,57)
Pendapatan Yang Ditangguhkan 35.058.344,00 0,00 35.058.344,00 ~
Jumlah Kewajiban 51.421.462,00 89.062.147,00 (37.640.685,00) (42,26)
Ekuitas Dana
Ekuitas Dana Lancar
Cadangan Piutang 0,00 4.302.030.241,00 | (4.302.030.241,00) | (100,00)
Cadangan Persediaan 449.248.534,00 547.186.590,00 (97.938.056,00) | (17,89)
Dana  yang  disediakan untuk
pembayaran hutang jangka pendek (5.144.452,00) (89.062.147,00) 83.917.695,00 | (94,22)
Barang/Jasa yang harus diterima 562.100.085,00 0,00 562.100.085,00 ~
Barang/Jasa yang harus diserahkan (10.512.664,00) 0,00 (10.512.664,00) ~
Jumlah Ekuitas Dana Lancar 995.691.503,00 4.760.154.684,00 | (3.764.463.181,00) | (79,08)
Ekuitas Dana Investasi
Diinvestasikan dalam Aset Tetap 118.012.118.552,00 | 122.027.276.590,00 (4.015.158.038,00) (3,29)
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 2.330.034.798,00 1.838.089.798,00 491.945.000,00 26,76
Jumlah Ekuitas Dana Investasi 120.342.153.350,00 | 123.865.366.388,00 (3.523.213.038,00) (2,84)
Ekuitas Dana 120.337.844.853,00 | 128.625.521.072,00 | (7.287.676.219,00) (5,66)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana 121.389.266.315,00 | 128.714.583.219,00 (7.325.316.904,00) (5,69)

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CalK) menyajikan informasi tentang penjelasan
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CalLK adalah penyajian
informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan
serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang

wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai
dengan tanggal 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja
Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau

dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2014, nilai Aset,
Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada
saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas

atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Ringkasan Laporan Keuangan 4
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I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Dalam Rupiah)

TA 2014 TA 2013
Klkaian % Realisasi
Anggaran Realisasi terhadap Realisasi
Anggaran

PENDAPATAN
gg;‘ae};imaa“ Negara Bukag ; 195.308.428,00 5 210.012.315,00
Jumlah Pendapatan - 195.308.428,00 ~ 210.012.315,00
BELANJA
Belanja Transaksi Kas
Belanja Pegawai 15.412.115.000,00 14.313.904.560,00 92,87 9.068.853.519,00
Belanja Barang 60.022.832.000,00 59.076.072.149,00 98,42 72.383.977.476,00
Belanja Modal 2.285.112.000,00 2.278.175.475,00 99,70 5.015.117.138,00
Belanja Transaksi Non Kas
Belanja Pegawai Non Kas - - - -
Belanja Barang Non Kas - 578.954.907,00 ~ -
Belanja Modal Non Kas - - - -
Jumlah Belanja 77.720.059.000,00 76.247.107.091,00 98,10 86.467.948.133,00

e e . T T e T R T T T T T T P R e e Y e ey ey
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Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini -5-
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_ ILNERACA

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INN ESIA

NERACA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(dalam Rupiah)
NAMA AKUN JUMLAH KENAIKAN (PENURUNAN)
2014 2013 Jumlah %
1 2 3 4 5
Aset
Aset Lancar
Kas di Bendahara Pengeluaran 0.00 0.00 0,00 0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas 35.764.346,00 0.00 35.764.346,00 e
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) 562.100.085,00 0,00 562.100.085,00 o
Piutang Bukan Pajak 4.198.210.301,00 4.302.030.241,00 (103.819.940,00) (2,41)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Bukan Pajak (4.198.210.301,00) 0.00 (4.198.210.301,00) ~
Persediaan 449.248.534,00 547.186.590,00 (97.938.056,00) (17,89)
Jumlah Aset Lancar 1.047.112.965,00 4.849.216.831,00 | (3.802.103.866,00) (78,40)
Aset Tetap
Tanah 47,188,389,400.00 47,188,389,400.00 0.00 0.00
Peralatan dan Mesin 37.293.888.820,00 35.897.228.395,00 1.396.660.425,00 3,89
Gedung dan Bangunan 70.841.354.266,00 70.623.104.266,00 218.250.000,00 0,30
Jalan, Irigasi dan Jaringan 3.530.800.628,00 3.530.800.628,00 0,00 0,00
Aset Tetap Lainnya 741.191.281,00 741.191.281,00 0,00 0,00
Kontruksi Dalam Pengerjaan 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00
Akumulasi Penyusutan (41.612.505.843,00) (35.982.437.380,00) | (5.630.068.463,00) 15,64
Jumlah Aset Tetap 118.012.118.552,00 122.027.276.590,00 | (4.015.158.038,00) (3,29)
Aset Lainnya
Aset Tak Berwujud 2.330.034.798,00 1.838.089.798,00 491.945.000,00 26,76
Aset Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0,00
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Aset Lainnya 2.330.034.798,00 1.838.089.798,00 491.945.000,00 26,76
Jumlah Aset 121.389.266.315,00 128.714.583.219,00 | (7.325.316.904,00) (5,69)
Kewajiban
Utang kepada Pihak Ketiga 5.850.454,00 16.161.480,00 (10.311.026,00) (63,80)
Pendapatan di terima di muka 10.512.664,00 72.900.667,00 (62.388.003,00) (85,57)
Pendapatan Yang Ditangguhkan 35.058.344,00 0,00 35.058.344,00 ~
Jumlah Kewajiban 51.421.462,00 89.062.147,00 (37.640.685,00) (42,26)
Ekuitas Dana
Ekuitas Dana Lancar
Cadangan Piutang 0,00 4.302.030.241,00 | (4.302.030.241,00) (100,00)
Cadangan Persediaan 449.248.534,00 547.186.590,00 (97.938.056,00) (17,89)
Dana yang disediakan untuk pembayaran hutang (5.144.452,00) {89.062.147,00) 83.917.695,00 (94,22)
jangka pendek
Barang/Jasa yang harus diterima 562.100.085,00 0,00 562.100.085,00 .
Barang/Jasa yang harus diserahkan (10.512.664,00) 0,00 (10.512.664,00) s
Jumlah Ekuitas Dana Lancar 995.691.503,00 4.760.154.684,00 | (3.764.463.181,00) (79,08)
Ekuitas Dana Investasi |
Diinvestasikan dalam Aset Tetap 118.012.118.552,00 122.027.276.590,00 | (4.015.158.038,00) (3,29)
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 2.330.034.798,00 1.838.089.798,00 491.945.000,00 26,76
Jumlah Ekuitas Dana Investasi 120.342.153.350,00 123.865.366.388,00 (3.523.213.038,00) (2,84)
Ekuitas Dana 121.337.844.853,00 128.625.521.072,00 (7.287.676.219,00) (5,66)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana 121.389.266.315,00 128.714.583.219,00 | (7.325.316.904,00) (5,69)

e e s S S Sl R SRR e
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini
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III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM
Dasar Hukum A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri  Keuangan  Nomor  233/PMK.05/2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat.

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
57/PB/ 2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KOMISI YUDISIAL RI

Dasar Hukum Komisi Yudisial RI yang dibentuk sebagai perwujudan pelaksanaan
Enmag g amanah UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004 yang selanjutnya
encana

Strategis telah direvisi dengan UU No.18 Tahun 2011 merupakan perwujudan

reformasi lembaga peradilan dan demokratisasi lembaga peradilan.
Prinsip demokrasi secara umum mensyaratkan adanya
tindakan "checks and balances” untuk menjamin tidak terjadinya
dominasi satu pihak terhadap pihak yang lain dimana dalam kaitan
ini adalah dominasi lembaga peradilan terhadap masyarakat pencari

keadilan.,

Catatan atas Laporan Keuangan =iz
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Visi Komisi Yudisial RI adalah terwujudnya Komisi Yudisial yang
bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam
mewujudkan hakim bersih, jujur dan profesional.

Misi Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi
lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan

profesional.

b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan

secara efektif dan efisien.

c. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim ad
hoc di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, jujur dan

profesional.

d. Mejaga kehormatan, keluhuan martabat, serta perilaku hakim
secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

e. Menegakkan KEPPH secara adil, obyektif, trasnparan, partisipatif
dan akuntabel.

Rencana aktivitas Komisi Yudisial RI berdasarkan visi dan misi yang
telah ditetapkan sebagai kewenangan dan tugas yang diembannya,

secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

a. Aktivitas pengusulan Calon Hakim dan Hakim Agung;, demi
terwujudnya lembaga peradilan yang berkarakter dan
berkompetensi melalui pelaksanaan pendaftaran, seleksi dan
penetapan Calon Hakim dan Hakim Agung yang memenuhi
kriteria karakter dan kompetensi yang diperlukan wuntuk
menjalankan amanah penegakkan kehormatan dan keluhuran
martabat lembaga peradilan.

b. Aktivitas pengelolaan, mengupayakan pengelolaan data dan
informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas hakim
sebagai instrument peradilan, baik untuk maksud pengembangan
reward system maupun untuk pengembangan checks and
balances demi penegakkan kehormatan dan keluhuran lembaga

peradilan.

Catatan atas Laporan Keuangan -8-
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Pendekatan
Penyusunan
Laporan

Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan

c. Aktivitas pengawasan; mengupayakan terselenggaranya pola
pengawasan perilaku hakim oleh masyarakat melalui mekanisme
pengaduan yang cepat dan akurat, dalam upaya penegakan
kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan lembaga
peradilan dan serta kehati-hatian hakim dalam memutuskan

perkara.

d. Aktivitas pengendalian; mengupayakan tindakan cepat dalam
penanganan pengaduan masyarakat terhadap perilaku para hakim
yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim
agar tidak berkembang menjadi ketidakpuasan yang akan
menurunkan  kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
peradilan sehingga berakibat menurunnya kehormatan dan

keluhuran martabat hakim dan lembaga peradilan.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2014 ini merupakan laporan yang
mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Yudisial
RI.  Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi
Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi

keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAl terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem
Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-
BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan
Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan
Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah
sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan
lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara

serta laporan manajerial lainnya.
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2014 telah
mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

-9-
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tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam
penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-
kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Komisi Yudisial Rl adalah sebagai
berikut:

Kebijakan (1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

Akuntansi atas 2
¢ Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah

e ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan
yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah pusat.

e Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum
Negara (KUN).

e Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).

¢ Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

Kebijakan (2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja
Akuntansi atas . . .
¢ Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas

lanj

S dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah
pusat.

e Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

e Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,
pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).

¢ Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Kebijakan i )
(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset

Akuntansi atas
Aset e Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau

dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa

lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa
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depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan
budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya
alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan
pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat
hak kepemilikan berpindah.

e Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset

Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar a. Aset Lancar
e Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan
segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk
dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

pelaporan.

e Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan

menggunakan kurs tengah Bl pada tanggal neraca.

¢ Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul
berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan
penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan
diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian

Lancar Piutang.

e Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi
(TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

e Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung
kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat.
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e Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan

fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

» harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan

pembelian;

» harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi

sendiri;

» harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila

diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

e Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang
dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan
publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu

tahun.

* Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga

perolehan atau harga wajar.

* Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan

minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan
peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau

lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya
sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh

juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai
minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan
sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah,
jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa

koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

M
S ——
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Piutang c. Piutang Jangka Panjang
Jangka

Panjang ¢ Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh
tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak
tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka
Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

¢ TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari
penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada
pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari
kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan
setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh
pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan

angsurar.

e TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau

perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian

Negara/daerah.

* TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai
negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan
tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian
yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun
tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar
hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau

kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya d. Aset Lainnya

e Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar,
aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam
Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-

lain.

e Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta

dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang

B ———————————————————————
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atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk

hak atas kekayaan intelektual.

e Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang

dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Kebijakan (4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

Akuntansit atas

e Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu

Kewajiban
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi pemerintah.

e Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban
jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo
dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak
Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan
Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,
dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo
dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal
pelaporan.

e Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai
kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi
berlangsung.

Kebijakan (5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana
Akuntanst atas
Ekuitas Dana e FEkuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

e FEkuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas

Dana Investasi.
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¢ Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan

kewajiban jangka pendek.
e Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak
lancar dan kewajiban jangka panjang.

Kebijakan (6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Akuntansi atas

¢ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus

;;:T::::k dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan

Taragh penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang
dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya
penagihan yang dilakukan pemerintah.

e Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing
piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas
Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang Uraian Penyisiha
n
Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh 0.5%
tempo
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Kurang Lancar 10%

Pertama tidak dilakukan pelunasan

. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Diragukan ) . 50%
Kedua tidak dilakukan pelunasan

Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat 100%
Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia
Urusan Piutang Negara/DJKN

Kebijakan

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Akuntansi atas
Penyusutan e Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap
Aset Tetap

pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai
tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan
Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat.

“
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e Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai
sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari
suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan
pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013
tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap
Pada Entitas Pemerintah Pusat.

¢ Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
a. Tanah

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen
sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau
usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk
dilakukan penghapusan.

e Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang
tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset
tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012.
Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31
Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan

nilai perolehan.

e Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap
dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan

adanya nilai residu.

e Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan
metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang
dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap

semester selama Masa Manfaat.

e Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013
tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan
Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas
Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat

tersebut tersaji pada Tabel 4.
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Penggolongan Masa Itgriﬁa‘: Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun

P ————— e 0o ]
-17-

Catatan atas Laporan Keuangan




 Laporan Keuangan Audited Komisi Yudisial Rl Tahun 2014

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

veawradon tinan - Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2014 adalah
PrEEN Y sebesar Rp195.308.428,00atau mencapai ~ persen dari estimasi pendapatan
yang ditetapkan sebesar Rp0,00.Keseluruhan Pendapatan Negara dan
HibahKomisi Yudisial RI adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Lainnya.
Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal

pelaporan tersaji padaTabel S.

Tabel5
RincianEstimasi dan Realisasi Pendapatan
2014
Uraian
Anggaran Realisasi % Real Angg
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN 0,00 15.769.000,00 &
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan 0,00 | 103.557.600,00 ~
Hasil Korupsi
Pendapatan dari Penerimaan Kembali 0,00 75.981.828,00 ~
Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah 0,00 | 195.308.428,00 &

Berdasarkan Tabel 6, Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN dan PNBP
lainnya mengalami penurunan sebesar Rpl14.703.887,00 atau 7,00persen
dibandingkan TA 2013.

Perbandingan Reafisc‘;gtpg:{\’gP TA 2014 dan 2013
, o Naik
Usiian ng}jr;f; TA Reaggt;? TA (Turun)
%

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN 0,00 7.550.000,00 | (100,00)
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN 15.769.000,00 | 140.545.000,00 | (88,78)
Pendapatan Denda 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan 103.557.600,00 0,00 -
Hasil Korupsi

Pendapatan dari Penerimaan Kembali 75.981.828,00 61.916.955,00 22,72
Tahun Anggaran Yang Lalu

Pendapatan Lain-lain 0,00 360,00 | (100,00)
Jumlah 195.308.428,00 | 210.012.315,00 (7,00)
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Adapun rincian pendapatan sebagai berikut:
1. Pendapatan dari Pemanfaatan BMN
Yaitu berupa Pembayaran sewa sebagian Halaman Gedung Komisi
Yudisial sebesar Rp15.769.000,00untuk Counter/Kios kantin seluas
69m? dengan jangka waktu 12 bulan, terhitung mulai tanggal 1
September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015 berdasarkan Perjanjian
Sewa Menyewa Sebagian Halaman Untuk Counter/Kios kantin antara
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI dengan Koperasi Pegawai Komisi
Yudisial Republik Indonesia (KPKY RI) nomor:PERJ-01/BU.KY/8/2014.

2. Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi

Yaitu berupa Pendapatan Pengembalian Kerugian Negara dalam kegiatan
Penanganan dan Penyelesaian Laporan Masyarakat sebesar
Rp103.557.600,00 tanggal 28 Februari 2014.

3. Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu yaitu
berupa:

a) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa pengembalian
belanja perjalanan dinas Jakarta-Aceh (PP) tanggal 30 Oktober s.d. 2
November 2013 an. Nur Agus Susanto dengan Kuitansi Nomor
K.14.048 sebesar Rp491.000,00.

b) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa penyetoran atas
kelebihan pembayaran pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sofa
Meubelair Rumah Jabatan Ketua Komisi Yudisial RI Tahun 2013 an.
CV. Bintang Mas sebesar Rp1.500.000,00.

¢) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa penyetoran atas
kelebihan pembayaran honorarium narasumber sebagai Tindak
Lanjut Pemeriksaan BPK RI Tahun 2013 an. Roejito Rp570.000,00
dengan Kuitansi Nomor K.10.012.

d) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa penyetoran atas
kelebihan pembayaran honorarium narasumber sebagai Tindak
Lanjut Pemeriksaan BPK RI Tahun 2013 an. Heru Purnomo
Rp570.000,00 dengan Kuitansi Nomor K.10.011.

e) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa penyetoran atas
kelebihan pembayaran honorarium narasumber sebagai Tindak
Lanjut Pemeriksaan BPK RI Tahun 2013 an. Danang Wijayanto

A ——————————
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RpS570.000,00 dengan Kuitansi Nomor K.10.009.

f) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa penyetoran atas
kelebihan pembayaran honorarium narasumber sebagai Tindak
Lanjut Pemeriksaan BPK RI Tahun 2013 an. J. Kwartanto
RpS570.000,00 dengan Kuitansi Nomor K.10.007.

g) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa pembayaran Pajak
Penghasilan atas Pembayaran Tunai Tunjangan Kredit pembelian
kendaraan bermotor an.Dr. Taufiqurrohman.S, S.H., M.H sebesar
Rp17.497.500,00.

h) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa pembayaran Pajak
Penghasilan atas Pembayaran Tunai Tunjangan Kredit pembelian
kendaraan bermotor an.Suparman Marzuki, Imam Anshori, Ibrahim,
Abbas Said, Eman Suparman sebesar @Rp1.458.125,00 (pembayaran
ke-1 dari 12 kali)

i) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa pembayaran Pajak
Penghasilan atas Pembayaran Tunai Tunjangan Kredit pembelian
kendaraan bermotor an.Suparman Marzuki, Imam Anshori, Ibrahim,
Abbas Said, Eman Suparman sebesar @Rp1.458.125,00 (pembayaran
ke-2 dari 12 kali)

j) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa kekurangan nilai
SKTJM atas kelebihan pembayaran uang layanan
penanganan/penyelesaian laporan masyarakat dan uang layanan
persidangan sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun
2013 sebesar Rp262.340,00.

k) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa pembayaran Pajak
Penghasilan atas Pembayaran Tunai Tunjangan Kredit pembelian
kendaraan bermotor an.Dr. Jaja Ahmad Jayus sebesar
Rp17.497.500,00.

) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa pembayaran Pajak
Penghasilan atas Pembayaran Tunai Tunjangan Kredit pembelian
kendaraan bermotor an.Suparman Marzuki, Imam Anshori, Ibrahim,
Abbas Said, Eman Suparman sebesar @Rpl1.458.125 (pembayaran
ke-3 dari 12 kali)

m) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa pembayaran Pajak
Penghasilan atas Pembayaran Tunai Tunjangan Kredit pembelian

— . "
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kendaraan bermotor an.Suparman Marzuki, Imam Anshori, Ibrahim,
Abbas Said, Eman Suparman sebesar @Rp1.458.125 (pembayaran
ke-4 dari 12 kali)

n) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa pembayaran Pajak
Penghasilan atas Pembayaran Tunai Tunjangan Kredit pembelian
kendaraan bermotor an.Suparman Marzuki, Imam Anshori, Ibrahim,
Abbas Said, Eman Suparman sebesar @Rp1.458.125 (pembayaran
ke-5 dari 12 kali)

B.2. Belanja Negara (Transaksi Kas)

Realisasi belanja (Transaksi Kas) Komisi Yudisial RI pada TA 2014 adalah
sebesar Rp75.668.152.184,00 atau sebesar 97,36 persen dari anggarannya
setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp126.104.590,00.
Anggaran Komisi Yudisial RI pada TA 2014sebesar
Rp77.720.059.000,00.Anggaran danRealisasiBelanjaTA2014 menurut

programtersaji padaTabel 7.

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2014

%
Realisasi
terhadap

Anggaran

01 Prog Dukungan 50.334.125.000,00 | 48.523.187.098,00 96,40
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Komisi
Yudisial

No Uraian Program Anggaran Real TA 2014

02 Prog Peningkatan 2.453.741.000,00 | 2.430.190.288,00 99,04
Sarana dan Prasarana
Aparatur Komisi
Yudisial

03 Prog Peningkatan 24.932.193.000,00 | 24.714.774.798,00 99,13
Kinerja Seleksi Hakim
Agung dan Pengawasan
Penilaku Hakim

Jumlah Belanja 77.720.059.000,00 | 75.668.152.184,00 97,36

Berdasarkan Tabel 8, Realisasi Belanja Brutomencapai 97,52 persen. Adapun
realisasi Belanja Pegawai sebesar 92,93 persen, Belanja Barang sebesar

98,62 persen sedangkan Belanja Modal 99,70 persen.
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Tabel8
Rincian Anggaran dan Realisast Belanja TA 2014

Uraian Anggaran Realisasi %
Belanja Pegawat 15.412.115.000,00 14.322.088.622,00 92,93
Belanji Barang 60.022.832.000,00 59.193.992.677,00 | 862
Belanja Modal 2.285.112.000,00 2,278.175.475,00 99,70
Total Belanja Bruto 77.720.059.000,00 75.794.256.774,00 97.52
Pengembalian - (126.104.590,00) -
Belanja
Total Belanja Netto 77.720.059.000,00 75.668.152.184,00 97,36

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam Grafik 1.

GRAFIK 1
KOMPOSISI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
TA 2014

60.022.832.000,00 59.193.992.677,00

15.412.115.000,00

14.322.088.622,00 2.285.112.000,00

2.278.175.475,00

Belanja Modal

Belanja Pegawai Belanja Barang

™ Anggaran ™ Realisasi

Dibandingkan dengan TA 2013, realisasi belanja TA 2014 mengalami
penurunan sebesar 12,49persen,penurunan realisasi terdapat pada jenis
belanja yaitu belanja barang sebesar (18,39%) serta belanja modal sebesar
(54,57%), sedangkan pada jenis belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar

57,84% Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013tersaji pada Tabel

9.
Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013
Uraia